
LAPORAN MONEV RENCANA AKSI TAHUN 2024 

KECAMATAN PENGKADAN  

 

 
PROGRAM 

INDIKATOR 

KINERJA 

PROGRAM 

 
WAKTU 

  
REALISASI 

 
CAPAIAN 

ANALISA  
KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 

(IKK) 

 
WAKTU 

 
TARGET 

 
REALISASI 

 
CAPAIAN 

ANALISA 

HAMBATAN/D 

UKUNGAN 

SOLUSI/ 

CATATAN 

HAMBATAN/ 

DUKUNGAN 

SOLUSI/ 

CATATAN 

PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Nilai SAKIP 

OPD 

TW 1      Perencanaan, Penganggaran, 

dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 

Persentase Keselarasan 

Perencanaan terhadap Capaian 

Kinerja Perangkat Daerah 

TW 1 45 45 100% tidak ada 

ketersediaan 

anggaran 

melaksanakan 

kegiatan tanpa 

anggaran 

TW 2    

TW 3    

TW 4 45 45 100% 

TW 2      Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 

Persentase Dokumen pelaporan 

keuangan dengan kualitas baik 

TW 1 25 25 100%   

TW 2 25 25 100% 

TW 3 25 25 100% 

TW 4 25 25 100% 

TW 3      Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah 

Persentase pemenuhan layanan 

administrasi perkantoran 

TW 1 25 25 100% tidak ada 

ketersediaan 

anggaran 

melaksanakan 

kegiatan tanpa 

anggaran 

TW 2 25 25 100% 

TW 3 25 25 100% 

TW 4 25 25 100% 

TW 4  65.21 102% kurangnya 

ketersediaan 

anggaran 

 Administrasi Umum Perangkat 

Daerah 

Persentase pemenuhan pelayanan 

umum 

TW 1 25 25 100% adanya 

refocusing 

anggaran 

memaksimalkan 

anggaran yang ada TW 2 25 25 100% 

TW 3 25 25 100% 

TW 4 25 25 100% 

      Pengadaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

Persentase Ketercukupan Sarana 

Prasarana Aparatur 

TW 1    tidak ada 

ketersediaan 

anggaran 

memaksimalkan 

sarana prasarana 

yang ada 

TW 2    

TW 3    

TW 4 100 85 85% 

Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah 

Persentase pemenuhan pelayanan 

administrasi perkantoran 

TW 1 25 25 100%   

TW 2 25 25 100% 

TW 3 25 25 100% 

TW 4 25 25 100% 

Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Persentase Barang Milik Daerah 

dengan Kondisi Baik 

TW 1 0   refocusing 

anggaran 

biaya pemeliharaan 

ditanggung 

pemakai inventaris 
TW 2 93 93 100% 

TW 3 0   

TW 4 0   

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK 

Capaian urusan 

pemerintahan 

yang 

dilipahkan ke 

Camat 

TW 1  20 100% tidak ada 

ketersediaan 

anggaran 

 Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang tidak 

Dilaksanakan oleh Unit Kerja 

Perangkat Daerah yang ada di 

Kecamatan 

Persentase Penyelenggaraan 

Kegiatan Pemerintahan di Tingkat 

Kecamatan 

TW 1 25 25 100% tidak ada 

ketersediaan 

anggaran 

memaksimalkan 

SDM Non PNS 

dalam pelayanan 
TW 2 25 25 100% 

TW 2  25 100%  TW 3 25 25 100% 

TW 4 25 25 100% 

TW 3  25 100%  Pelaksanaan Urusan 

Pemerintahan yang 

Dilimpahkan kepada Camat 

Persentase Penyelenggaraan 

Penunjang Kesejahteraan 

Masyarakat yang ditangani 

TW 1 20 20 100% tidak ada 

ketersediaan 

anggaran 

memaksimalkan 

Non PNS dalam 

pelayanan 
TW 2 20 20 100% 

TW 4 28 28 100%  TW 3 25 25 100% 

TW 4 31 31 100% 

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

Persentase 

kontribusi dana 

TW 1 25 25 100% kegiatan 

pemberdayaan 

 Koordinasi Kegiatan 

Pemberdayaan Desa 

Persentase Penetapan APBDesa & 

Penyampaian SPJ tepat waktu dan 

TW 1 25 25 100% refocusing 

anggaran 

kegiatan di danai 

oleh desa TW 2 25 25 100% TW 2 25 25 100% 



MASYARAKAT DESA 
DAN KELURAHAN 

Jumlah desa 

dengan 

TW 3 25 25 100% kurang maksimal   Persentase Pelaksanaan 

Pembangunan Desa secara 

Swakelola 

TW 3 25 25 100%   

TW 4  25 100% TW 4 25 25 100% 

PROGRAM KOORDINASI 
KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM 

Cakupan 
penyelenggara 

an urusan 

ketentraman 
dan ketertiban 

TW 1  25 100% minimnya 
ketersediaan 

anggaran 

 Koordinasi Upaya 
Penyelenggaraan 

Ketenteraman dan Ketertiban 

Umum 

Persentase Penyelesaian 
permasalahan Ketentaraman dan 

Ketertiban umum 

TW 1 25 25 100% refocusing 
anggaran 

kegiatan di danai 
oleh desa TW 2 25 25 100% TW 2 25 25 100% 

TW 3  25 100% TW 3 25 25 100% 

TW 4  25 100% TW 4 25 25 100% 

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

URUSAN 

PEMERINTAHAN UMUM 

Cakupan 

penyelenggara 

an urusan 

pemerintahan 
umum 

TW 1  25 100% minimnya 

ketersediaan 

anggaran 

 Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Umum sesuai 

Penugasan Kepala Daerah 

Persentase Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Umum 

TW 1 25 25 100% refocusing 

anggaran 

kegiatan di danai 

oleh desa TW 2  25 100% TW 2 25 25 100% 

TW 3  25 100% TW 3 25 25 100% 

TW 4  25 100% TW 4 25 25 100% 

PROGRAM PEMBINAAN 

DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA 

Persentase 

desa dengan 

tata kelola 

pemerintah 
baik 

TW 1  18 90% minimnya 

ketersediaan 

anggaran 

 Fasilitasi, Rekomendasi dan 

Koordinasi Pembinaan dan 

Pengawasan Pemerintahan 

Desa 

Rata-rata IKM Desa TW 1 20 18 90% refocusing 

anggaran 

kegiatan di danai 

oleh desa TW 2  22.5 90% TW 2 25 22.5 90% 

TW 3  22.5 90% TW 3 25 22.5 90% 

TW 4 25 22.5 90% TW 4 25 22.5 90% 
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